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Abstrak
 

Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan

partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan

akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat

hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

“DPR” yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Implikasi tersebut akan meninggalkan jabatan atau

kursi kosong di parlemen sehingga pengaturan di masa mendatang (ius constituendum) tentang prosedur

pengisian kekosongan jabatan anggota DPR akibat pembubaran partai politik di Indonesia sangat

diperlukan. Hal ini disebabkan, walaupun Indonesia belum pernah mengalami hal demikian semenjak MK

dibentuk, pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (rechtssicerheit) bagi pemerintah,

masyarakat, dan pihak-pihak yang berperan langsung di dalamnya, baik partai politik maupun DPR itu

sendiri, bila mana hal demikian terjadi dalam perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan

sejarah, kasus, dan perbandingan dengan tiga negara. Hasil analisis dari Skripsi ini menunjukan bahwa

akibat hukum pembubaran partai politik sendiri harus diatur melalui undang-undang. Kemudian, terdapat

beberapa mekanisme yang dapat dijadikan pilihan dalam pengisian kekosongan jabatan DPR. Oleh karena

itu, sebagai upaya mengakomodir ketentuan-ketentuan tersebut, perlu adanya perubahan pada peraturan

perundang-undangan terkait.

......After the establishment of the post-reformation Constitutional Court, one of its powers is to dissolve

political parties, Indonesian laws and regulations should also regulate further legal consequences of such

dissolution. One of them is a follow-up regulation, one of the legal consequences of the dissolution of a

political party, namely the dismissal of all members of the People's Representative Council "DPR" who are

from the disbanded political party. The implication is that it will leave vacant positions or seats in

parliament so that the ius constituendum regulation of procedures for filling vacancies in DPR positions due

to the dissolution of political parties in Indonesia is very necessary. This is because, although Indonesia has

never experienced such a thing since the Constitutional Court was formed, this arrangement is needed to

provide legal certainty (rechtssicerheit) for the government, society, and parties who play a direct role in it,

both political parties and the DPR itself if this happens in the development of Indonesia in the future. The

research method used is a normative research method that is refined with a historical, case, and comparison

approach with three countries. The results of the analysis of this thesis indicate that the legal consequences

of the dissolution of a political party itself must be regulated by law. Then, there are several mechanisms

that can be used as an option in filling the vacant position in the DPR. Therefore, to accommodate these

provisions, it is necessary to make changes to the relevant laws and regulations.
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